BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1505, 2016 KEMENHUB. BPSDM. Peta Jabatan. Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 121 TAHUN 2016
TENTANG
PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, maka perlu untuk menata kembali peta
jabatan dan uraian jenis kegiatan di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Peta Jabatan dan Uraian
Jenis  Kegiatan Jabatan di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun

2013 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1114);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun
2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS
KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1
(1) Peta jabatan merupakan susunan jabatan yang
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan
kedudukannya dalam unit kerja, baik secara vertikal
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas
dan tanggung jawab, serta kompetensi jabatan.
(2) Uraian jenis kegiatan jabatan merupakan bentuk proses

kegiatan yang dilaksanakan untuk mengolah bahan-
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bahan kerja menjadi hasil kerja sesuai dengan tanggung

jawab, kewenangan, serta tugas dan fungsi.

Pasal 2
Unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian
Perhubungan berjumlah 5 (lima) unit kerja, sebagai
berikut :
a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan;
b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Darat;
c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Laut;
d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Udara; dan
e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Aparatur Perhubungan.
Peta jabatan dan wuraian jenis kegiatan jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, di lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya  Manusia
Perhubungan Kementerian Perhubungan tercantum
dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV
dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),

wajib digunakan sebagai materi muatan dalam melaksanakan

penyusunan formasi, analisis beban kerja, pengangkatan ke

dalam jabatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Uraian jenis kegiatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), wajib digunakan sebagai materi muatan

dalam penyusunan rencana kerja pegawai Aparatur Sipil



